ABSTRAK
Pengadilan memiliki peran yang penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis. Dalam masa transisi saat ini pengadilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi, keadilan, dan jaminan atas prosedur-prosedur demokratis.

Dalam proses mencari keadilan di pengadilan, maka para pihak berupaya untuk memenangkan perkaranya dengan cara mereka masing-masing, hal inilah yang dapat menjadi hambatan bagi pihak pengadilan dalam mengambil keputusan atau dalam menetapkan kebenaran suatu perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, disini akan mencoba menganalisi secara logis dan sistematis tentang yang diberlakukannya sumpah pemutus sebagai alat bukti dalam pengadilan, demi kelancaran proses peradilan dipengadilan.

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan skripsi ini adalah suatu metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sumpah pemutus diatur dalam Pasal 1932 dan 1933 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 156 H.I.R., berdasarkan pasal-pasal tersebut, apabila hakim mengizinkan pengucapan sumpah pemutus, maka pihak lawan yang diperintahkan mengucapkan memiliki opsi untuk. Dan Kekuatan hukum sumpah di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.

Sumpah pemutus bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa.Oleh karena itu, sumpah pemutus harus bersifat deccisoir, artinya bersifat memutus dan mengakhiri perakara.  Akibat hukum dari sumpah pemutus apabila perbuatan yang dimintakan sumpah tidak benar maka kebenaran peristiwa atau perbuatan yang dimintakan sumpah menjadi pasti menurut hukum.
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ABSTRACT

Courts have an important role in implementing the rule of law concept during the democratization process, especially in the transition from an authoritarian political system to a democratic society. In the current transitional period, the courts are institutions that implement the constitution, protect human rights, justice, and guarantee democratic procedures.

In the process of seeking justice in court, the parties try to win the case in their own way, this can be an obstacle for the court in making decisions or in determining the truth of a case. In connection with this, here will try to analyze logically and systematically about the implementation of the severance oath as evidence in court, for the smooth running of the judicial process in court.

The nature of the research used by the author in writing this thesis is descriptive analysis, which describes and describes all the data obtained from the results of the literature study relating to the title of legal writing which is clearly and in detail then analyzed in order to answer the problems studied. The form of the method of this thesis writing research is a normative juridical approach and empirical juridical approach.

Regarding the procedure for implementing the severing oath, it is regulated in Articles 1932 and 1933 of the Civil Code, Article 156 H.I.R., based on these articles, if the judge permits the uttering of the severing oath, then the opposing party who is ordered to pronounce it has the option to. And the legal power of an oath before a court is the most important thing in procedural law because the court in upholding law and justice is nothing but evidence based.

The breaker oath aims to settle the case being examined. Therefore, the severing oath must be deccisoir, meaning it is severing and ending the root cause. The legal consequence of the severing oath is that if the act for which the oath is requested is not true, then the truth of the event or act for which the oath is requested becomes certain according to law.
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